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ABSTRAK

Berdasarkan UU No0.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kedudukan
DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah sehingga kedudukan DPRD sgaar dan
menjadi mitra Pemerintah Daerah. Pemisahan kedudukan DPRD dari Pemerintah Daerah
bertujuan untuk lebih mengoptimalkan fungss DPRD dan meningkatkan
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Lembaga ini melaksanakan
fungs legidatif, fungs pengawasan maupun fungs anggaran atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Penyertaan rakyat didalam pemerintahan daerah melalui wakil-
wakilnya adalah sgdan dengan asas demokrasi yang dianut oleh negara Republik
Indonesia.

Funsi DPRD dalam hal legislasi adalah Fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan
Daerah. Dari Fungsi legislasi itu, DPRD mempunyai untuk hak mengajukan RAPERDA
dan dari hak inilah DPRD mempunyai Hak Inisiatif untuk menetapkan RAPERDA.
Sehubungan dengan ha ini timbul pertanyaan / permasalahan yaitu bagaimana
Pelaksanaan Hak inisiatif DPRD Kabupaten Bengkayang dalam pembuatan Peraturan
Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian ternyata
Pembuatan PERDA dari hak Inisiatif , DPRD Kabupaten Bengkayang sangat kurang
untuk membuat Produk Peraturan daerah yang berasal dari Hak Inisiatif DPRD dan
kebanyakan berasal dari pihak eksekutif. Dengan Permasalahan itu, ada beberapa faktor
yang mempengaruhi yaitu dimana kurangnya pemahaman tentang Hak inisiatif yang
dipengaruhi latarbelakang pendidikan dan berpengaruh pada SDM DPRD itu sendiri dan
juga anggaran yang diberikan untuk membuat Peraturan Daerah Sangat sedikit.

KataKunci: Hak Inisiatif, Fungsi Legidasi, Perda



ABSTARCT

Based on the Law No. 32 of 2004 on Region Government, The position of DPRD is
separated from Regional Government, thus the position of DPRD is equal and become
the partner of Regional Government. The separation of DPRD position from Regiona
Government aimed to more optimize the functions of DPRD and to increase the
responsibility of Regional Government to the society. This institution conducts legisative
function, supervisory function or even the financing function on the management of
Regiona Government. The participation of society in Regional Government through its
representative is conducted along with the democracy principals that are shared by the
state of Republic of Indonesia.

The DPRD function in the matter of legislation is the function of DPRD to establish
Regiona Regulation. From this legidlation function, DPRD has right to propose Regional
Regulation and due of this right, thus DPRD has initiative right to establish Regional
Regulation. Concerning with this matter, it emerged the question/problems, i.e. how is
the implementation of initiative right of DPRD in bengkayang Regency in establishing
Regiona Government.

This research conducted empirical juridical method. From the result of analysis, in
fact the establishment of Regional Regulation come from initiative right, DPRD
Bengkayang Regency as very lack to establish the product of Regional Regulation which
comes from initiative Right of DPRD and most of them come from executive party. By
this problem, there are some factors that influences, i.e. the lack of consideration
concerning on initiative right which is affected by educationa background and impact
toward human resources of DPRD itself and also the finance which is given to establish

Regiona Regulation isvery limited.

Keywords :Initiative Right, Legislation Function, Establish Regional Regulation
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